INTI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.
91/PUU-XV111/2020

Terkait permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerjal (UU No. 11/2020), Mahkamah Konstitusi melalui
Putusan Nomor 91/PUU-XVI111/2020 menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

(1) Pembentukan UU No. 11/2020 bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak
putusan ini diucapkan”;

(2) UU No. 11/2020 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya
perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana
telah ditentukan dalam putusan ini;

(3) Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan
perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini
diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu itu tidak dilakukan
perbaikan, maka UU No. 11/2020 menjadi inkonstitusional secara
permanen;

(4) Apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk undang-undang
tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU No. 11/2020, maka undang-
undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah
dicabut atau diubah oleh UU No. 11/2020 dinyatakan berlaku kembali;
dan

(5) Menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis
dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan

pelaksana baru yang bertentangan dengan UU No. 11/2020.

! Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573.



”“1 HUKUM DAN EKONOMI
Adanya putusan seperti itu secara umum menunjukkan bahwa UU No. 11/2020
bertentangan dengan UUD 1945. Meski demikian, perlu dicatat bahwa Putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut tidak serta merta membatalkan keberlakuan UU No.
11/2020. Sebab, adanya frasa “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun

sejak putusan ini diucapkan” menunjukkan bahwa UU No. 11/2020 masih memiliki

kekuatan hukum mengikat hingga dua tahun kedepan.



